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Abstrak: Fenomena terus berkembangnya desa wisata di Indonesia tidak diimbangi oleh kapasitas 
skill dan pengetahuan professional pada pengelolanya. Secara otodidak dan learning by doing 
mereka berproses untuk mewujudkan desa wisata untuk kapitalisasi sumber daya lokal guna 
meningkatkan kesejahteraan. Tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci pengembangan desa memiliki 
peran penting dalam menggerakkan warga hingga memasarkan. Pentingnya tokoh masyarakat ini 
menjadi tujuan artikel ini yaitu peran tokoh masyarakat di dalam pengelolaan pariwisata berbasis 
komunitas. Studi kasus diambil dari pengelolaan Desa Wisata Kaligono Kabupaten Purworejo yang 
merupakan salah satu desa wisata terbaik nasional menurut kementerian pariwisata dan ekonomi 
kreatif pada tahun 2014. Menggunakan metode kualitatif melalui penentuan informan wawancara 
berdasarkan snowballing, artikel ini menyajikan informasi mengenai peran tokoh masyarakat di 
dalam mengelola desa wisata, belajar dan membangun inisiatif kolektif pengelolaan desa wisata. Di 
balik rendahnya skill dan pengetahuan professional, masyarakat mampu melakukan pengelolaan 
desa wisata dengan mengandalkan kekuatan kohesi sosial untuk menciptakan inisiatif kolektif. 
 
Keyword: desa wisata, tokoh masyarakat, inisiatif kolektif 
Abstract: The phenomenon of the continuous development of rural tourism in Indonesia is not 
balanced by skill capacity and professional knowledge on the managers. By self-taught and learning 
by doing they proceed to realize the rural tourism to capitalize local resources in order to improve 
their welfare. Community leaders as key figures in village development have an important role in 
mobilizing people to marketing (the village). The importance of community leaders is the goal of 
this article, focusing on the role of community leaders in the management of community-based 
tourism. The case study was taken from the management of Kaligono Tourism Village in Purworejo 
Regency which is one of the best national rural tourisms according to the Ministry of Tourism and 
Creative Economy in 2014. Using qualitative methods by selecting interviewees as the informants 
through snowballing, this article provides information on the role of community leaders in managing 
the rural tourism, learning and building collective initiatives for rural tourism management. Despite 
the the low skill and professional knowledge, the community is able to manage the rural tourism by 
relying on the power of social cohesion to create collective initiatives. 
Keywords: rural tourism, local champion, collective initiative 
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PENDAHULUAN 
 Desa wisata sebagai strategi pembangunan pedesaan di Indonesia merupakan 
fenomena baru yang cukup menyita perhatian seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah, 
dunia usaha hingga perguruan tinggi. Fenomena ini bukanlah hal baru, di beberapa negara 
juga telah berlangsung seperti di Amerika (Marcouiller, 1997) yang menawarkan 
perencanaan integratif, Tansania (Anderson, 2015) dan Romania (Silviu, Oana, Stefania, & 
Victor, 2011) yang mengembangkan dari dimensi sosial ekonomi, dan Portugal (Kastenholz, 
Carneiro, Peixeira Marques, & Lima, 2012) dengan memanfaatkan desa-desa bersejarah. 
Khusus Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi faktor 
kunci untuk meningkatkan pendapatan ekspor non-migas, penciptaan lapangan kerja, 
pengembangan usaha, dan infrastruktur. Pada tahun 2009, tingkat ketimpangan pengeluaran 
penduduk Indonesia atau gini ratio mencapai 0,37, yang berarti 1 persen rakyat Indonesia 
yang memiliki dan menikmati 37 persen kekayaan Indonesia (BPS, 2014). Hal ini 
menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sangat timpang. Sebesar 14,15% penduduk 
Indonesia atau sebesar 32,53 juta jiwa hingga tahun 2009 pun berada dibawah garis 
kemiskinan (TNP2K, 2015). Keprihatinan ini menjadi salah satu alasan Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan melalui 
Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 
PNPM Mandiri sendiri terdiri dari 12 program yang salah satu kelompok program 
penanggulangan kemiskinanan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan 
nasional adalah PNPM Mandiri dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan 
masyarakat.  
Bertujuan meningkatkan kesejahteraan (Asker, Boronyak, Carrard, & Paddon, 2010) 
konsep pariwisata berbasis komunitas sering digunakan sebagai salah satu upaya 
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal. 
Konsep ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam mengelola pariwisata agar 
mereka memiliki kontrol dan terlibat dalam pengelolaan serta sebagian besar hasil usaha 
pariwisata dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat (Muganda, Sirima, & Ezra, 2013; 
Puspasari & Sariffuddin, 2015; Razzaq dkk., 2013; Snyman, 2012). Karena tujuan itu, maka 
pariwisata berbasis komunitas harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan warga 
sebagai langkah membangun industri pariwisata yang lebih mengakomodasi inisiatif, 
kebutuhan dan peluang masyarakat lokal (Pinel, 1968). Kemandirian masyarakat dalam 
mengelola asset menjadi kunci sukses penyelenggaraan pariwisata berbasis komunitas 
(Harrill, 2004; Silviu dkk., 2011). Mereka harus memiliki komitmen yang sama dan memiliki 
tujuan pengembangan pariwisata pedesaan yang sama pula. Sehingga pada akhirnya 
diharapkan akan terbentuk tatanan sosial masyarakat yang berkelanjutan (Choi & Sirakaya, 
2006) dengan cara mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan juga melindungi lingkungan, 
bangunan, dan memberikan pengalaman yang menarik bagi para wisatawan (Bramwell & 
Lane, 1993; Mbaiwa, 2011). Bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat (Asker dkk., 
2010) konsep pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) sering digunakan 
sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuannya adalah membuka lapangan 
kerja baru di pedesaan dan pada akhirnya bisa mengentaskan kemiskinan desa. Konsep ini 
menekankan pada partisipasi aktif masyarakat secara endogen, sehingga masyarakat 
memiliki tanggung jawab dan hak mengelola seluruh aktivitas pariwisata (Armstrong, 2012). 
Di dalam konsep ini, masyarakat memiliki control dan terlibat dalam manajemen serta 
sebagian besar manfaatnya diberikan kepada masyarakat (Razzaq dkk., 2013), konsep ini 
merupakan model pengembangan yang berlandaskan pada asumsi bahwa pariwisata harus 
berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat (Pinel, 1968). Sejalan dengan 
Pinel (1968) adalah Matilainen, Suutari, Lähdesmäki, dan Koski (2018) yang mengatakan 
bahwa dukungan masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata sangatlah penting untuk 
Mengatur Desa Wisata: Peran Tokoh Masyarakat Membangun Inisiatif Kolektif 197
  
TATA LOKA - VOLUME 20 NOMOR 2 – MEI  2018 - P ISSN 0852-7458 - E ISSN 2356-0266 
menjamin keberlanjutan dan transfer pengetahuan. Bukan hanya inisiatif 1 atau beberapa 
orang saja yang diperlukan, tetapi lebih terpenting adalah bagaimana bisa berkomunikasi 
dan menggabungkan berbagai inisiatif bersifat kolektif.  
 Akan tetapi dibalik positifnya tujuan pengembangan pariwisata berbasis komunitas, 
masyarakat memiliki keterbatasan skill dan pengetahuan professional dalam mengelola 
usaha baru (Anderson, 2015; Gössling, 2002). Perjalanan mereka dalam upaya mengelola dan 
mengkapitalisasi sumber daya budaya dan alam untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan 
mereka menjadi satu kajian yang menarik. Tidak jarang gagalnya pengelolaan desa wisata 
karena faktor koordinasi dan komitmen masyarakat dalam menjalankan usaha mereka 
(Matilainen dkk., 2018). Kenyataan yang tidak boleh dikesampingkan adalah komitmen 
masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka masih tidak konsisten baik dari upaya 
mewujudkan tujuan bersama maupun dalam koordinasi antar warga (Ashley & Mitchell, 
2009).  
 Komitmen menjadi faktor terpenting untuk membangun inisiatif masyarakat secara 
kolektif. Beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan komitmen masyarakat di teliti 
untuk mengetahui persepsi dan cara pandang masyarakat terhadap obyek wisata sehingga 
secara personal mereka akan berperilaku sesuai dengan komitmen mereka. Dari perspektif 
ekonomi penelitian serupa sudah dilakukan oleh Moghavvemi, Woosnam, Paramanathan, 
Musa, dan Hamzah (2017) yang menyimpulkan adanya hubungan signifikan antara 
pemahaman, emosi dan komitmen komunitas dalam berperilaku untuk mendukung 
pariwisata. Kemudian dari perspektif ekologi dengan menggabungkan konsep social-
ecological resilience dilakukan oleh Ruiz-Ballesteros (2011) yang menyimpulkan bahwa 
konsep pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata berbasis komunitas lebih menjamin 
keberlangsungan ekologi. Begitupula Yang, Li, dan Huang (2017) yang meneliti pengaruh 
persepsi online terhadap komitmen komunitas. Cukup berbeda perlakukan pengembangan 
pariwisata berbasis komunitas yang diteliti oleh Ruiz-Ballesteros (2011), Moghavvemi dkk. 
(2017) dan Yang dkk. (2017), eksplorasi mengenai bagaimana komitmen komunitas di dalam 
proses pengelolaan dari internal belum banyak diungkap. Berlandaskan pada persoalan itu 
maka penelitia ini akan mengkaji peran tokoh masyarakat (local champion) di dalam 
menggerakkan dan mengembangkan masyarakat sehingga mereka memiliki komitmen 
Bersama di dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.  
 Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa Wisata Kaligono, Kecamatan 
Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Desa Wisata ini cukup unik, karena hanya dalam kurun 
waktu kurang dari 5 tahun sudah bisa menjadi salah satu desa wisata terbaik nasional 
menurut kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Di dukung oleh program pemerintah 
mengenai PNPM Mandiri Bidang Pariwisata, perkembangan desa wisata ini terus menanjak.  
METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian kualitatif melalui sampel penelitian snowballing diterapkan dalam 
penelitian ini dengan tujuan agar memahami secara konkrit mengenai peran tokoh 
masyarakat di dalam pengelolaan desa wisata. Snowballing diterapkan untuk mengetahui 
pihak-pihak yang terlibat secara lngsung maupun tidak langsung dalam mengatur desa 
wisata. Seluruh informan/ nara sumber di sajikan dalam Tabel 1. 
 
Tabel 1. Informan dan target informasi penelitian 
No Informan Target Informasi 
1 Kepala Bidang Pariwisata Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Purworejo 
Dukungan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam 
pengembangan Desa Wisata Kaligono 
2 Ketua Forum for Economic 
Development and Employment 
Bentuk koordinasi antar stakeholder baik pemerintah, swasta dan 
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No Informan Target Informasi 
Promotion (FEDEP) Kabupaten 
Purworejo 
3 Pemerintah Kecamatan 
Kaligesing 
Sejarah perkembangan Desa Wisata 
4 Pemerintah Desa Kaligono Bentuk pengelolaan desa wisata 
5 Ketua Pokdarwis Nuansa Alam 
Kaligono 
Bentuk operasional pengelolaan desa wisata 
6 Ketua Pokdarwis Joko Kendil Bentuk operasional pengelolaan desa wisata 
7 Ketua Dusun I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, dan XI 
Partisipasi dalam pengelolaan desa wisata 
 
 Selanjutnya dengan menggunakan metode content analysis bersumber dari transkrip 
wawancara, dilakukn pengkodean informasi untuk melakukan cross check informasi antara 
satu informan dengan informal lainnya. Adapun target informasi yang ingin diketahui adalah: 
 Siapa saja tokoh masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung di 
dalam pengelolaan desa wisata? 
 Bagaimana sejarah terbentuknya desa wisata Kaligono? 
 Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan desa wisata? dan 
 Bagaimana manajemen yang dilakukan untuk mengatur multi stakeholder yang 
begitu banyak baik dari dalam maupun dari luar?  
 Transkrip wawancara bukanlah satu-satunya sumber informasi yang digunakan di 
dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen terkait dengan pengembangan desa wisata seperti 
kajian pengembangan desa wisata dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, peraturan desa 
dan dokumen-dokumen penelitian sebelumnya juga menjadi rujukan utama penelitian. 
Bahan-bahan dokumen sekunder ini dijadikan materi tambahan untuk melakukan verifikasi 
sekunder setiap informasi yang diapatkan dari hasil wawancara. Metode cross check berupa 
memverifikasi hasil informasi dari tokoh satu dengan tokoh lainnya dilakukan untuk 
melakukan validasi data dan informasi. Jika ada informasi yang berulang antar satu tokoh 
dengan tokoh lainnya maka diartikan sebagai kesamaan informasi dan data. Ini 
menunjukkan tingkat validitas data/ informasi yang tinggi.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Desa Wisata Kaligono 
 Desa Wisata Kaligono yang berhasil mengembangkan konsep desa wisata ini 
berlokasi sekitar 10 km dari pusat kota Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa dengan 
luas wilayah 893,310 ha ini terdiri atas 11 RW (dusun), dan 41 RT (lihat gambar 1). Dalam 
perkembangannya, desa ini telah memperoleh penghargaan desa wisata nasional dari 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga memperoleh peringkat keempat dari 
kegiatan festival desa wisata. Puncak prestasinya pada tahun 2014, Desa Wisata Kaligono 
masuk dalam sepuluh besar desa wisata terbaik nasional. Capaian ini tidak lepas dari 
program PNPM Mandiri Pariwisata yang mendapatkan bantuan sebesar Rp. 65.000.000,- 
pada tahun 2011 dan Rp. 100.000.000,- pada tahun 2012. Keberhasilan membuka lapangan 
pekerjaan baru, Desa ini kemudian menjadi desa binaan Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif dalam program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan 
masyarakat pada tahun 2011-2013.  
 Atraksi wisata alam berupa air terjun bernama Curug Siklotok menjadi pioneer 
dibukanya atraksi-atraksi lain di Desa Kaligono. Hingga saat ini sudah ada 5 atraksi baru 
meliputi atraksi wisata alam, atraksi wisata budaya, atraksi wisata edukatif, atraksi wisata 
religi, dan atraksi wisata kuliner. Atraksi wisata alam meliputi Curug Siklothok dan Taman 
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Sidandang. Atraksi wisata budaya meliputi kuda lumping, tari dolalak, incling, wayang orang 
atau ketoprak, dan soyar maole atau karawitan. Wisata edukatif yang ditawarkan adalah 
pembuatan gula aren, perah susu kambing peranakan etawa, dan pembuatan wingko. Atraksi 
wisata religi yang ada adalah ziarah makam Kyai Ngabei dan wisata kuliner berupa kebun 
durian, manggis, dan kokosan di saat musim panen. Fasilitas akomodasi yang tersedia di 
Desa Wisata Kaligono meliputi homestay, rumah budaya, warung wisata, dan parkir. 
Homestay tersebar di beberapa dusun dengan pengelolaan secara mandiri oleh pemilik 
rumah, namun wisatawan yang ingin menginap perlu melalui Badan Pengelola Dewi Kano 
dan pokdarwis. Sementara wisata kuliner berupa warung-warung makanan dimiliki oleh 
masyarakat setempat yang dibangun secara swadaya. Penyelenggaran Desa Wisata 
Kaligono dan penyedian paket perjalanan Desa Wisata Kaligono dilakukan oleh Badan 
Pengelola Desa Wisata Kaligono bersama dengan Pokdarwis Nuansa Alam dan Pokdarwis 
Joko Kendil. 
 
        
Gambar 1. Peta Administrasi Desa Kaligono 
 
Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Kaligono 
 Menariknya pesona alam Curug Siklotok di Desa Kaligono mengundang banyak 
wisatawan di sekitar Kabupaten Purworejo. Puncak tingginya kunjungan terjadi pada tahun 
2009– 2010 yang membuat masyarakat setempat resah dan khawatir atas kemungkinan 
tindakan asusila para muda-mudi di obyek wisata. Bermula dari keresahan tersebut, kepala 
dusun Jeketro, dimana curug Siklothok berada, menemui Kepala Desa Kaligono yang 
kemudian menyepakati untuk mengembangkan obyek Curug Siklotok sebagai obyek wisata. 
Merealisasikan kesepakatan tersebut, pada tanggal 9 Januari 2011 Pokdarwis Nuansa Alam 
dibentuk untuk mengelola Curug Siklotok yang dikuatkan oleh Peraturan Desa No. 5 Tahun 
2011 tentang Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pengelolaan Obyek Wisata Desa 
Kaligono.   
 Inisiatif yang bermula dari tokoh masyarakat yang kemudian bersinergi dengan 
pemerintah desa seperti narasi di atas, menjadi pendorong perkembangan Desa Wisata 
Kaligono. Dalam perkembangannya, kemudian banyak pihak dari luar pemerintah desa yang 
tertarik dan ikut terlibat di dalam mendukung Des Wisata Kaligono. Pihak luar yang terlibat 
tersebut adalah Universitas Gajah Mada; komunitas Cah Purworejo Perantauan; Java 
Promo, Bogowonto Indonesia Adventure; dan PT. Telkom. Tantangan baru yang harus 
diterima tokoh masyarakat dan pengurus desa adalah banyaknya tawaran kerjasama dari 
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panduan. Mereka harus belajar bersama dan mempertimbangkan berbagai konsep yang 
ditawarkan oleh mitra kerjasama. 
 
 
Gambar 2. Perkembangan Peran Stakeholder Desa Wisata Kaligono 
 
 Perkembangan peran stakeholder dalam pembangunan Desa Wisata Kaligono 
ditunjukkan oleh gambar 2. Pada sebelum tahun 2011, obyek wisata berupa Curuk Siklotok 
belum dikelola oleh masyarakat. Meskipun demikian, tetap banyak para wisatawan yang 
datang untuk menikmati keindahal alam. Mulai ada inisiatif di tahun 2011 melalui rapat 
dusun (RW) untuk mengembangkan desa wisata agar lebih terkelola dan untuk 
mengantisipasi kemungkinan perbuatan asusila dari para wisatawan. Kemudian dari inisiasi 
ini mulai dikembangkan pada tahun 2011-2015. Perkembangan Desa Wisata Kaligono tidak 
terlepas dari berbagai dukungan stakeholder baik internal maupun eksternal. Setidaknya 
seluruh stakeholder tersebut, baik internal maupun eksternal, dapat dikelompokkan menjadi 
5 menurut fungsi dan perannya. Peran tersebut meliputi pembina dan penasihat, pengelola 
desa wisata, pendamping, penyedia bantuan infrastruktur, dan promosi. Meski demikian, di 
dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan dalam pengembangan Dewi Kano dilakukan 
melalui diskusi bersama Badan Pengelola Dewi Kano, pokdarwis, dan pemerintah desa 
maupun dusun sebagai nasihat. Keputusan diambil berdasarkan persetujuan masyarakat 
dalam hal ini pokdarwis, baik Pokdarwis Nuansa Alam ataupun Pokdarwis Joko Kendil. 
Merujuk pada Reed dkk. (2009), gambar 3 menunjukkan peta stakeholder menurut tingkat 
kepentingan dan pengaruhnya dalam pengelolaan desa Wisata Kaligono.  
Hubungan keterkaitan antar stakeholder 
 Pokdarwis Nuansa Alam dan Pokdarwis Joko Kendil merupakan stakeholder yang 
memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar dalam pengembangan desa wisata. Hal 
tersebut dikarenakan pokdarwis merupakan perencana, pengelola, dan penerima manfaat 
terbesar dari pendapatan wisata. Sementara stakeholder yang memiliki pengaruh besar 
namun kepentingan kecil dari pengembangan Desa Wisata Kaligono meliputi Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Diskoperindagpar, Pemerintah Desa, Pemerintah Dusun, 
Badan Pengelola Dewi Kano, Bogowonto Indonesia Adveture, dan komunitas CPP. 
Universitas Gajah Mada, desa wisata di Kulonprogo dan Sleman, serta Java Promo memiliki 
kepentingan yang besar namun pengaruhnya kecil. PT Telkom sendiri memiliki pengaruh 
dan kepentingan yang kecil terhadap pengembangan desa wisata. Lebih lanjut hubungan 
antara kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Kaligono 
disajikan dalam Gambar 4.  
 Desa Wisata Kaligono telah mampu bertahan dan terus berkembang hingga lima 
tahun. Pengelolaan yang digunakan Dewi Kano adalah melalui pemberdayaan masyarakat 
yang menuntut peran aktif masyarakat. Hal ini berbeda dengan yang diterapkan di 
<2011








• Kerjasama antara local 
champion  (pembina dan 
penasihat) dengan 
masyarakat  (pengelola) + 
network (pendukung)
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Barabarani Tanzania yang diulas oleh Muganda dkk. (2013). Bentuk peran masyarakat di 
Dewi Kano menjadi stakeholder yang mempengaruhi keputusan berbeda dengan di 
Barabarani dimana masyarakat menjadi pihak yang dipengaruhi keputusan. Dalam 
pengembangan Dewi Kano, masyarakat berperan sepenuhnya dalam pengambilan 




Gambar 3 Peran stakeholder dalam pengelolaan Desa Wisata Kaligono 
 
Di Desa Wisata Kaligono ini, pokdarwis memiliki peranan penting dalam 
pengembangan desa wisata, dimana bentuk peran masyarakat dalam pokdarwis dibagi 
menjadi tiga yaitu penataan ruang kawasan, pengembangan atraksi wisata, dan menjalin 
kerjasama. Pokdarwis memiliki beberapa peran sekaligus dalam pengelolaan desa wisata 
seperti pengembangan atraksi wisata Curug Siklothok dan Taman Sidandang. Pokdarwis 
juga secara mandiri menambahkan atraksi wisata yang dapat dilakukan wisatawan seperti 
flying fox, canyoning, dan ciblon. Sedangkan untuk penataan ruang kawasan desa wisata 
dilakukan oleh Pemerintah Desa Kaligono sebagai yang memiliki kewenangan untuk 
merencanakan desanya. Pokdarwis pun secara swadaya membangun fasilitas pendukung 
Pembina dan 
Penasihat
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif






Inisiator Desa Wisata, Penyedia Tenaga kuliner dan 
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pariwisata seperti parkir, kamar mandi, kamar ganti, gazebo, dan jalan wisata. Pokdarwis 
Joko Kendil juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Bogowonto Indonesia 
Adventure. Pokdarwis Nuansa Alam maupun Joko Kendil pun menjalin hubungan kerjasama 
dengan pemerintah untuk bantuan dana dan promosi. Keberlangsungan pariwisata di Desa 
Wisata Kaligono berada dibawah kontrol pokdarwis.  
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Gambar 4. Matriks Analisa Stakeholder Desa Wisata Kaligono 
 Tokoh masyarakat melalui Pokdarwis menggerahkan keikutsertaan masyarakat 
untuk terlibat di dalam industri pariwisata. Dalam perkembangannya, tokoh masyarakat 
berubah fungsi dari fasilitator, kemudian menjadi operator dan pada akhirnya menjadi 
manajer. Perubahan fungsi dan peran ini bergantung pada kebutuhan. Ada peran yang begitu 
fleksibel, dari pengelola menjadi salah satu factor kunci keberhasilan desa wisata. Meskipun 
pada awalnya inisiatif pengembagan desa wisata dari para warga pria, tetapi pada 
perkembangannya juga melibatkan peran perempuan seperti yang di temukan di Kudus 
menurut penelitiannya Puspasari dan Sariffuddin (2015). Kaum wanita berperan sebagai 
pemiliki warung menjual makanan dan minuman baik di Curug Siklothok maupun di Taman 
Sidandang, ada pula sebagai penjaga loket. Kebersihan juga menjadi tanggung jawab kaum 
wanita yang dilakukan setiap hari jumat dalam kegiatan kerja bakti di Taman Sidandang. 
Sementara kaum laki-laki lebih berperan sebagai petugas parkir, penjaga loket dan pemandu. 
Desa wisata yang berhasil menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kontogeorgopoulos, 
Churyen, dan Duangsaeng (2014) didorong oleh adanya pembagian peran antar-stakeholder 
sesuai kapasitasnya. Pembagian peran yang dilakukan di Mae Kampong hampir serupa 
dengan di Desa Wisata Kaligono, yaitu adanya dukungan eksternal dari Pemerintah dan 
akademisi. Pengelolaan dilakukan oleh Badan Pengelola Dewi Kano bukan oleh kepala desa, 
yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan kepala dusun. 
Masyarakat di Dewi Kano berupa pokdarwis berperan sebagai penyedia atraksi wisata, 
pemandu wisata, layanan akomodasi seperti homestay dan warung. Pendapatan yang 
diperoleh pun dialokasikan untuk anggota pokdarwis, organisasi pokdarwis, desa, dan dusun 
namun tidak ada alokasi untuk Badan Pengelola Dewi Kano. Badan Pengelola Dewi Kano 
menjadi lembaga non-profit. Hal lain yang berbeda dengan Mae Kampong adalah 
keberhasilan Dewi Kano tergantung pada keputusan masyarakat dalam bentuk pokdarwis  
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Konsep pengelolaan Desa Wisata Kaligono ini memiliki kesamaan dengan 
pengembangan Desa Wisata Pentingsari yang mana sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, 
baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil seperti yang diulas oleh 
Purbasari dan Asnawi (2014). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari dan Desa Wisata 
Kaligono sama-sama dilakukan oleh masyarakat lokal dengan dukungan Pemerintah melalui 
bantuan dana dari PNPM Mandiri Pariwisata, promosi, pelatihan keterampilan, 
pendampingan dan pembinaan. Sementara masyarakat desa setempat menjadi pelaku 
atraksi wisata yang secara mandiri berperan dalam merencanakan, menciptakan, mengelola, 
promosi dan mengembangkan daya tarik wisata dan layanan akomodasi seperti homestay 
maupun warung. Oleh karena itu hasil pendapatan wisata yang masuk akan kembali untuk 
masyarakat dan pengembangan wisata selanjutnya. Desa Wisata Pentingsari sendiri sudah 
menjadi peringkat pertama desa wisata nasional pada tahun 2013 sehingga tak heran jika 
Dewi Kano yang memiliki konsep pengelolaan yang serupa dapat masuk sepuluh besar desa 
wisata terbaik nasional pada tahun 2014.  
KESIMPULAN 
 Praktik pengembangan Desa Wisata Kaligono ini tumbuh dan berkembang dari 
inisiatif masyarakat desa (endogen). Sementara masyarakat Desa Kembangarum berlaku 
sebagai pelaksana di lapangan. Pemerintah Desa Kaligono dan Dusun Jeketro maupun 
Kedungrante sendri sebagai pembuka aktivitas pariwisata Desa Kaligono memberdayakan 
masyarakat desa dalam pokdarwis untuk mengelola pariwisata tersebut. Pengelolaan 
dilakukan pokdarwis dibawah naungan Badan Pengelola Dewi Kano sebagai koordinator dan 
menjalin kemitraan. Sementara selanjutnya Pemerintah berlaku sebagai pembina dan 
penasihat Dewi Kano. Masyarakat desa yang memiliki kohesi sosial tinggi karena perasaan 
kekeluargaannya ternyata berpengaruh pada pengambilan keputusan kolektif. Ada inisiatif 
kolektif yang bersumber dari warga masyarakat untuk didengarkan oleh tokoh masyarakat 
dan kemudian dikembalikan ke warga untuk menjadi kesepakatan bersama. Peran 
manajerial melalui kesepakatan bersama warga menjadi rujukan tokoh masyarakat 
melakukan tindakan. Mereka bersepakat mengatur bersama bukan hanya inisiatif yang 
bersifat kolektif tetapi juga pembagian kerja yang juga disepakati secara kolektif. Temuan ini 
sejalan dengan Pinel (1968) mengenai fungsi peran inisiatif di dalam pengelolaan pariwisata 
berbasis komunitas. 
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